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• TPB untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau

barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean,

dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka

waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali

PLB Sebagai Kawasan Pabean

KAWASAN PABEAN

Definisi PLB

• PLB merupakan Kawasan Pabean.

• Barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke dalam

Kawasan Pabean belum diperlakukan sebagai barang impor

• Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke

dalam Kawasan Pabean dan telah diberitahukan ekspornya,

diperlakukan sebagai barang ekspor.
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BENTUK PENGUSAHAAN PLBBENTUK PENGUSAHAAN PLB
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PLB Hub Cargo Udara

Lokasi
Dekat dengan Bandar Udara Internasional

Tujuan
Mendukung kegiatan transshipment dan hub logistic via
angkutan udara

PLB Hub Cargo Udara:
PLB untuk menimbun barang
terutama untuk tujuan ekspor
dan/atau transhipment

Subjek
Perusahaan Logistik

Barang Yang ditimbun
Semua barang-barang transshipment

Perlakuan Fiskal
(IN) Penangguhan BM dan PDRI, PPN tidak dipungut
(OUT) Tarif dan NP sesuai Ketentuan perundangan

Others:
Asal barang dari Luar Daerah pabean (terutama) dan lokal
Penerima: Orang atau badan di Luar Daerah Pabean
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Syarat umum Pendirian PLBSYARAT UMUM PENDIRIAN PLB

Lokasi
Tanah dan/atau Bangunan minimal 1 Ha dalam satu hamparan, kecuali tangki

Legalitas
 Izin Usaha
 Bukti penguasaan lahan (milik atau

sewa)

Management
 Memiliki pengalaman di bidang logistik
 Memiliki SDM profesional di bidang logistik dan transportasi

Pengendalian Mutu
 memiliki SPI yang baik
 memiliki sertifikasi mutu (AEO atau ISO)

Otomasi
 IT Inventory yang traceable, online dan realtime
 CCTV Online 24/7
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PLB Sebagai Kawasan PabeanFasilitas di PLB
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Penyelenggaraan & Pengusahaan

7

• Penyelenggaraan oleh Penyelenggara PLB 
yang berbadan hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia

• Kegiatan : menyediakan dan mengelola 
kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB

• Pengusahaan dilakukan oleh Pengusaha PLB atau PDPLB
• Kegiatan : menimbun barang asal luar daerah pabean

dan/atau barang asal tempat lain dalam daerah pabean 
guna didistribusikan ke luar daerah pabean dan/atau 
tempat lain dalam daerah pabean

PT A

PT A PT B

PENYELENGGARA PLB

PENGUSAHA PLB

PENGUSAHA DI PLB MERANGKAP 
PENYELENGGARA DI PLB (PDPLB)

Pengusahaan oleh entitas yang sama dengan penyelenggara

Pengusahaan oleh entitas yang berbeda dengan penyelenggara

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DI PLB

“DI DALAM 1 (satu) PENYELENGGARAAN PLB HANYA BOLEH 1 (satu) BENTUK PENGUSAHAAN PLB”
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Pemberitahuan PabeanTranshipment di PLB

Pelabuhan Bongkar PLB/PDPLB Pelabuhan Muat
(3 Tahun)

Kegiatan Transhipment

BC 1.6 P3BET



9 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
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Nama Perusahaan : PT. Khrisna Bali International Cargo

Bidang Usaha : Logistik Terpadu, Warehousing, Cargo 
Udara, Transhipment dan Rush Handling

Notable Client / Importir : - IKM di Bali

- Cargo Udara Maskapai Penerbangan 
Internasional

Kapasitas Transhipment : - 128.013 koli (rata - rata 10 ton / hari) 
untuk tahun 2017.

- 12.140 Dokumen P3BET (Dok. 
Transhipment)

- 14 ton / hari estimasi target 2018

PPh (2017) : Rp. 824.169.832,00

PLB Hub Cargo Udara (Existing)

Lokasi
Bandara Internasional Ngurah
Rai, Bali
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